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[ PESISIR SELATAN | PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

JI.Rimbo Panjang Salido Kode pos 25651

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/  /SK/DSPPrPA-PS/V/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN 2017

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

o

baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya
hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan
aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka
perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada harus a perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Mengingat . a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaga Negara Nomor 5038);

b. Keputusan Menteri Perdayagunaan  Aparatur Negara
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

¢. Keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
09 Tahun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/26/M.PAN/2/2014 tentang Petunjuk Teknis Transparansi
dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

d Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah;

e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

KETIGA : Keputusan in1 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Painan
pada tanggal 20 Mei 2017

KEPALA DINAS

Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP. 19610424 198210 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Bapak Bupati Pesisir Selatan ;

Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sdr Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
Sdr.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan; dan
Arsip.

I S



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor SOP

01/SOP/DSPPrPA-PS/2017

Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 21 Mei 2017

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Disahkan oleh

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dra. RIO FATMA ERNL MM
NIP 19610424 198210 2 003

BIDANG SEKRETARIAT

Nama SOP

Pengelolaan Naskah Dinas
(Surat Masuk & Surat Keluar)

[Dasar Hukum

1. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberd dan Perlind Anak Kabup Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/Org-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kualifikasi pelaksana
1. 1

p pert d:
2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial,
Anak Kab. Pesisir Selatan

yang terkait dengan penyelenggaraan naskah dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

eterkaitan eralatan/periengkapan
[Keterk: [Perafatan/perlengkap
1. Buku Agenda
2. Kartu Disposisi
3. Buku Ekspedisi Surat Keluar
4. Dokumen/ Berkas
'T’eringalan [P dan pend:
Jika pengelolaan naskah dinas tidak diselesaikan maka pekerjaan kegiatan surat menyurat akan terkendala dan 1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar
tidak akan dapat berjalan dengan lancar. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Staf Kasubag Umum Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menerima surat dari unit kerja lain/stakeholder dan mencatat
rost s : Buku agenda dan | Surat masuk yang
1 |dalam agenda surat sesuai klasifikasinya serta dicatat dalam 5 S 5 Menit
lembar disposisi sudah tercatat
lembar disposisi
. R i& St ahasi
Menmilah surat sesuai dengan sifat surat (surat biasa dan L atnsia
5 [rahasia) untuk surat rahasia dissmpaikan langsung ke : I Surat masuk yang sudah( | Surat masuk yang [ dfmmfu"
Sckretaris dan untuk surat biasa dibuka dan diberi lembar tercatat sudah dipilah R
: i % sesuai instruksi
disposisi dan diteruskan ke Kasubag Umum Sckicears
— Sckretaris
s ” s . Surat masuk yang
" i dan mer surat dan ke Sckretaris Surat masuk yang sudah| o e
untuk didisposisi dipilah d %
isposist
: x )
Meneliti surat yang masuk dan mendisposisi surat, untuk surat /
vang tidak memerlukan saran/ arahan atasan, langsung L Surat masuk yang
5 Surat masuk yang sudah . msa A
4 |diserahkan ke Kasubag Umum. Dan untuk surat yang perlu i .| 15 Menit sudah didisposisi
diberi lembar disposisi g
saran/ arahan atasan disampaikan langsung ke atasan/ Kepala Sekretaris
Dinas
Memberikan saran/ arahan dan mendisposisi surat masuk Surat masuk yang sudah urat masuk yang
5 5 v 3 ¥ s o : 10 Menit sudah didisposisi
kemudian menyerahkannya kembali ke Sekretaris. didisposisi Sekretaris ;
Kepala Dinas
Memilah surat sesuai dengan disposisi dan mencatatnya pada Surat masuk yang sudah Susat masuk yang
o 2 ¢ o et . sudah diberi
6 |buku agenda dan menugaskan staf untuk mendistribusikan ke didisposisi Sekretaris/ | 10 Menit | .. SO y
masing-masing bagian Kepala Dinas disposisi Sekrotany/
g-masing bagian. g c Kepala Dinas
Surat masuk yang sudah Surat masuk yang
7 Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi dan meminta diberi disps 5 Menit sudah dibert
tanda terima Sckretaris/ Kepala = disposisi Sckretaris/
Dinas Kepala Dinas
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
No. Kegiatan = = Pelaksana = Mutu Baku i
Kasubbag/ |Kasubag Umum & Kelengkapan/ Keterangan
i ) Sekretaris Staf Kadis Waktu Output
Kabid Kepegawaian Persyaratan
Memberikan konsep surat sesuai dengan kegiatan masing- 3
Konsep Surat, "
masing dan menyerahkannya Kasubbag Umum dan - " Konsep Surat,
1 3 . Dokumen/ 5 Menit
Kepegawaian untuk diteruskan kepada sekretaris untuk Dokumen/ Berkas
. 4 . Berkas
dikoreksi dan diparaf
,  [Memeriksa surat yang masuk dari bidang-bidang dan :():;:::E ~n>lm( 5 Menit Konsep Surat,
“  |diteruskan kepada sckretaris. 5 Ziees Dokumen/ Berkas
Berkas
- . sep Surat, \
3 [Mnporsksi dn memrakoms srs yung i dar i \ oot [ o Konsep S,
MBI Ya Berkas i
Konsep Surat, Konses St
3 [Memasukkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. Dokumen/ 5 Menit von Suh,
Dokumen/ Berkas
Tidak Berkas
ep St 3 - 3
M ksi dan d: surat dan konsep Surat . Konsep Surat,
4 , Dokumen/ 10 Menit
ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diproses i) Dokumen/ Berkas
M kan staf untuk dak lak "
g & &% Ya Surat, N
mengarsipkan dan kemudian mendistribusikan/ mengirimkan 3 Surat, Dokumen/
5 1 Dokumen/ 10 Menit
surat sesuai dengan alamat/ tujuan disertai dengan bukti Berkas Berkas
pengiriman dan tanda terima.
Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar, .
dak 1 1 Surat, o
dan - 4 Surat, Dokumen/
6 ¥ . Dokumen/ 30 Menit
mendistribusikan/ mengirimkan surat sesuai dengan alamat Berkas Berkas
3 erkas
tujuan,




Nomor SOP 02/SOP/DSPPIPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efekif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN — KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK sl ofet DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNL, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Nama SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Pel dan Perlind Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kenaikan Pangkat PNS
2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kab. Pesisir Selatan
3. Mengetahui peraturan

1
Pee

alan

[Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar)
2. SOP Penilaian SKP

3. SOP Pengajuan Tugas dan Izin Belajar PNS

4. SOP Pelaporan Absen/ Daftar Hadir Pegawai

1. Komputer dan peralatan pendukung
2. Dokumen/ berkas

3.DUK

4. Surat Pengantar Dinas

5. Buku Ekspedisi Surat Keluar

[Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika Pengusulan Kenaikan Pangkat per April dan Oktober tidak dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum TMT Kenaikan Pangkat maka SOP Kenaikan Pangkat PNS tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar
2. Buku Kendali Kenaikan Pangkat (KP)

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan 3 Kasubag Umum . Kelengkapan/ X Keterangan
Sekretaris X Staf Kepala Dinas Waktu Output
& Kepegawaian Persyaratan
| Memerintahkan untuk mengidentifikasi PNS yang akan naik pangkat - s 5 Menit |Disposisi

dan membuat surat usulan kenaikan pangkat PNS.

Mendata PNS yang akan naik pangkat dan membuat konsep usulan

Disposisi, Konsep Konsep surat

) kenaikan pangkat kemud: kan staf untuk mengetik dan >| | Surat Pengantar, 15 Menit pengantar Daftar
memberitahukan PNS yang bersangkutan untuk melengkapi berkas L Daftar PNS yang akan PNS yang akan naitk
Kenaikan Pangkat. naik Pagkat Pangkat

Daftar PNS yang akan
naik pangkat,
Disposisi, Berkas PNS
Memberitahukan PNS yang bersangkutan untuk melengkapi berkas (SK CPNS, SK PNS,
; 4 : i Konsep Surat,
kenaikan pangkat, dan memeriksa kelengk berkas "j SK Pangkat Terakhir, Penganar KP

3 [PNS yang bersangkutan, mengetik konsep usulan kenaikan pangkat dan 1 Karpeg, ljazah 1 Minggu Dok Bc;kas

menyerahkan konsep dan berkas ke Kasubbag Umum dan Terakhir, SK Jabatan, Xp

Kepegawaian.

SKP 2 Tahun Terakhir,
SK Pencatuman Gelar,
SK Pindah/ Mutasi,

NIP Konversi) Kenaikan Pangkat
Akan Diproses
- ) . - -y Disposisi, Surat Surat Pengantar, Oleh BKPSDM
4 ;(\Ael,lg]?[eks,l bC:(:lb dan memberi paraf pada surat pengantar usulan [ | ¢ Pengantar, Dokumen/ |15 Menit |Dokumen/ Berkas Kab. Pesisir
enaikan pangkat. I—' Berkas KP KP Selatan

Tidak
Mengoreksi dan memberi paraf pada surat pengantar usulan kenaikan

pangkat.

Disposist, Surat Surat Pengantar,
Pengantar, Dokumen/ |15 Menit |Dokumen/ Berkas
Berkas KP KP

Surat Pengantar,

Ya [ ] Surat Pengantar.
6 [Memasukkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. > = X 5 Menit  |Dokumen/ Berkas
i g Doki / Berkas KP
I__I oKumen' berkas KP
/ Surat Pengantar. Surat Pengantar,
7 [Menandatangani surat pengantar usulan kenaikan pangkat. B 15 Menit [Dokumen/ Berkas

Dokumen/ Berkas KP Xp

Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar serta melakukan
8 |penggandaan Surat Pengantar usulan kenaikan pangkat, mengarsipkan
dan mengantar berkas usulan kenaikan pangkat ke BKPSDM.

Tidh
et Perigatas Surat Pengantar,

3 y - L
- Ya Dokumen’ Berkas KP 0 Menit :Z;kumm Berkas




Nomor SOP 03/SOP/DSPPrPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN . KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Disahkan oleh z
PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNIL MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Nama SOP Pelaporan Absen/ Daftar Hadir Pegawai
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 1. Memahami p perundang-und yang terkait dengan Pengelolaan Daftar Hadir
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pegawai

2. Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan P dan Perlind Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Anak Kab. Pesisir Selatan
3. Mengetahui peraturan mengenai kepegawaian

2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar)
2. SOP Penilaian SKP

3. SOP Pengajuan Tugas dan Izin Belajar PNS

4. SOP Pembuatan Cuti PNS

1. Komputer dan peralatan pendukung
2. Surat Izin, Permohonan Cuti

3. ATK

4. Buku Ekspedisi Surat Keluar

Peringatan

D,

P dan p

Jika Pelaporan Absen Pegawai tidak dikirim ke BKPSDM paling lama 1 minggu setelah bulan berjalan maka
pendataan daftar hadir tidak dapat dijalankan sesuai dengan SOP

1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar
2. File Arsip Rekap Absen

SOP PELAPORAN ABSEN/ DAFTAR HADIR PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Umum|  Kelengkapan/ Keterangan
Staf Kadis Sekretaris * ) 2 Waktu Output
& Kepegawaian Persyaratan
Menyiapkan daftar hadir pegawai mulai pukul 07.00 s/d 08.15 dan . . ; ; . [Daftar Hadir
1 < : - Daftar Hadir Pegawai |1 Menit X
pukul 14.45 s/d 15.00 setiap hari kerja. FHERAGEL BN e Pegawai
Mengecek daftar hadir harian pegawai, dan mengimy g il ha.d" DLWy
g 1 ; 3 : surat sakit, surat izin,
pegawai yang tidak mengambil absen berdasarkan bukti pemberitahuan ; . |Data rekap absen
2 i i ; ; surat cuti, surat 15 Menit j p
(surat sakit, surat izin, surat cuti, surat perintah tugas, surat tugas dan 2 harian pegawai
izin belajar) perintah tugas, surat
) 2 tugas dan izin belajar
Menyimpa aftar hadir pegawa sebagai baha K CKa g & . y § Jafta adi
3 Menyimpan d.{llu hadir pegawai sebagai bahan untuk merekap jumlah Dafiar Hadir Pegaai |5 Menit Daftar I!Jdlr
kehadiran PNS. Pegawai
Merckap absen pegawai bulanan dengan melampirkan bukti pendul ] Tidak Rekap Absen Bulanan, Rekap Absesn
4 |(surat sakit, surat izin, surat cuti, surat perintah tugas, surat tugas dan | |< Dokumen Pendukung, |1 Jam Bulanan, Surat
izin belajar) dan mengetik surat pengantar. Surat Pengantar Pengantar Rekap Absen
Pegawai Akan
Diproses Oleh
BKPSDM Kab.
/ Rekap Absen Bulanan, Rekap Absesn Pesisir Selatan
5 |Mengoreksi dan memaraf rekap absen bulanan dan surat pengantar. re Dokumen Pendukung, |10 Menit ~ [Bulanan, Surat
'\ Surat Pengantar Pengantar
Tidak
/ \ Ya  |Rekap Absen Bulanan, Rekap Absesn
6 [Mengoreksi dan memaraf rekap absen bulanan dan surat pengantar. > < Dokumen Pendukung, {10 Menit  |Bulanan, Surat
Tidak \ / Surat Pengantar Pengantar
i o n - " Ya Rekap Absen Bulanan, Rekap Absesn
7 Mengoreksi dan menandatangani rekap absen bulanan dan surat \ < Dokumen Pendukung, |10 Menit |Bulanan, Surat
pengantar. 5
/ Surat Pengantar Pengantar
Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar serta melakukan Ya Rekap Absesn
g penggandaan rekap absen dan surat pengantar yang sudah . P2 Rekap Absen Bulanan, 30Menit |Bulanan. Surat
ditandatangani oleh kadis, mengirimkan ke BKPSDM dan Surat Pengantar i K
; 8 P Pengantar
mengarsipkan ke file rekap absen pegawai.




Nomor SOP 04/SOP/DSPPPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Me1 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN — KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN|
PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Nama SOP Pendataan DUK & Bezetting PNS
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan DUK & Bezetting PNS

2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kab. Pesisir Selatan

3. Mengetahui peraturan mengenai kepegawaian

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar)
2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS
3. SOP Pengusulan Pensiun PNS

1. Komputer dan peralatan pendukung
2. Dokumen/ Berkas

3. Surat Pengantar Dinas

4. Buku Ekspedisi Surat Keluar

[Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pendataan PNS tidak dilakukan secara terus menerus dan terperiodek maka data PNS baik berupa DUK
dan Bezetting tidak akan up to date.

1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar
2. File Arsip DUK dan Bezetting PNS

SOP PENDATAAN DUK DAN BEZETTING PNS

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ; Kasubag Umum g Kelengkapan/ : Keterangan
Sekretaris ) . Staf Kadis Waktu Output
& Kepegawaian Persyaratan
Memproses surat masuk dan lembar disposisi dari Kepala Dinas yang
? : ’ Surat Masuk, Lemb ; v
| [memberikan arahan tentang untuk segera menyiapkan DUK & Dl::"“m:m i 10 Menit  {Disposisi
Bezetting PNS. i
—
Menyusun/ menyiapkan konsep bahan untuk menindaklanjuti arahan g Disposisi, Konsep
: : S asuk, Lemb: §

2 [sekretaris sesuai dengan disposisi dan menugaskan staf untuk l;: ral):hi‘uk Lenbar 15 Menit ~ {Bahan DUK dan
mengerjakan, o Bezetting
Mengumpulkan dokumen/ berkas PNS kemudian mengetik Laporan — Disposisi, Laporan Laporan DUK dan

3 |DUK dan Bezetting serta surat pengantar dan melaporkan hasil >| DUK dan Bezetting, |3 Hani Bezetting, Surat
pekerjaan, Tidak Surat Pengantar Pengantar

. . ) , Lapor: aporan DU
Mengoreksi dan memaraf Laporan DUK dan Bezetting, Surat / \ Ya ; h.p(‘w Ligorm g : niN
4 DUK dan Bezetting, |1 Jam Bezetting, Surat
Pengantar dan melaporkannya kepada atasan. \ / Surat Pengantar Pengantar
Tidak T o
. . Laporan DUK d Laporan DUK d
Mengoreksi dan memaraf Laporan DUK dan Bezetting, Surat \ Ya e Y @ : I S
) Bezetting, Surat 30 Menit  {Bezetting, Surat
Pengantar dan melaporkannya kepada atasan / Penganiar Blagaota
Laporan DUK dan Laporan DUK dan
6 [Memasukkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. | || Tidak Bezetting, Surat 5 Menit  [Bezetting, Surat
;, Pengantar Pengantar
A 4 Laporan DUK dan Laporan DUK dan
M 1 | 1K Reel
1 faee o e e L / Bezeting, Swrat |10 Menit [Bezetting, Surat
I Pengantar Pengantar
Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar serta melakukan Ya Laporan DUK dan Laporan DUK dan

g penggandaan laporan DUK, Bezetting PNS dan surat pengantar yang .( l;ezemnn Sot 30 Menit  [Bezeting, Surat

sudah ditandatangani oleh kadis, mengirimkan ke BKPSDM dan Pen .\nlz;r. ' Pen .ml.xrl
. - . ngd danla
mengarsipkan ke file kepegawaian. ¢ g




Nomor SOP 05/SOP/DSPPrPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ——— KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Nama SOP Pengusulan Pensiun PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Okt 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pensiun PNS

2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kab. Pesisir Selatan

3, Mengetahui peraturan mengenai kepegawaian

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar)
2. SOP Penilaian SKP
3. SOP Pelaporan Absen/ Daftar Hadir Pegawai

1. Komputer dan peralatan pendukung
2. Dokumen/ berkas

3. Surat Pengantar Dinas

4. Buku Ekspedisi Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika Pengusulan Pensiun PNS tidak dilaksanakan 6 (cnam) bulan sebelum TMT Pensiun PNS yang
bersangkutan maka SOP P lan Pensiun PNS tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar
2. Buku Kendali Pensiun PNS

SOP PENGUSULAN PENSIUN PNS

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Umum ) Kelengkapan/ ) Keterangan
Sekretaris : Staf Kepala Dinas Waktu Output
& Kepegawaian Persyaratan
| Memerintahkan untuk mcngidcnlil‘,kuﬁi PNS yang akan pensiun dan . Disposisi Listing S Menit [Disposis
membuat surat usulan pensiun PNS. Pensiun
A p Disposisi, Konse sep surat
Mendata PNS yang akan pensiun dan membuat konsep usulan pensiun : isposisi, Konsep Konsep sura
) R 3 i e N Surat Pengantar, . |pengantar Daftar
2 |PNS kemudian menugaskan staf untuk mengetik dan ? Daftar PNS vang akan 15 Menit PNS yang akan
PNS yang bersangkutan untuk melengkapi berkas pensiun. ’ i i
Pensiun, Pensiun,
Mml‘bunmhuknnlN yunglummg?{umn untuk melengkapi hgrkfts Daflar PNS yang akan Konsep Surat
pensiun, mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan berkas PNS yang N LRy — Pengantar KP,
3 : ; : 4 pensiun, Disposisi, 2 Minggu p
bersangkutan, mengetik konsep usulan pensiun PNS dan menyerahkan Berkas/ Dokumen PNS Dokumen/ Berkas
A erkas/ Dokumen PN 2
konsep dan berkas ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian. ' Pensiun PNS
‘ N 1 Disposisi, Surs Surat Pengantar,
Mengoreksi berkas dan memberi paral pada surat pengantar usulan P l)l\pO\l\l ok , o “""%‘"““'
1 ensiun PNS N Pengantar, Dokumen/ (15 Menit - {Dokumen/ Berkas :
pect o Berkas Pensiun PNS Pensiun PNS Berkas Usulan
Pensiun PNS Akan
Diproses Oleh
Tidak BKPSDM Kab,
) L Disposisi, Surat Surat Pengantar, Pesisir Selatan
5 M:lllixl:ullf:lx:\rklls dan memberi paraf pada surat pengantar usulan Pengantar, Dokumen/ |15 Menit [ Dokumeny Berkas
S| ND, ,
pe Berkas Pensiun PNS Pensiun PNS
Ya Surat Pengantar, Surat Pengantar,
6 |Memasukkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. ‘I,] II Dokumen/ Berkas 5 Menit | Dokumen/ Berkas
Pensiun PNS Pensiun PNS
/ Y N— Surat Pengantar,
7 |Menandatangani surat pengantar usulan kenaikan pangkat. \ ll)okumcnsl’l Bc;k;xs Kp 15 Menit E})’kmncnc‘ Berkas
Tidak
Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar serta melakukan Surat Pengantar, Surat Pengantar,
8 |penggandaan Surat Pengantar usulan pensiun, mengarsipkan dan . Y Dokumen/ Berkas 30 Menit | Dokumen/ Berkas
mengantar berkas usulan pensiun PNS ke BKPSDM. 4 Pensiun PNS Pensiun PNS




Nomor SOP 06/SOP/DSPPrPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN i KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK ECARKHOEER DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNL MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Nama SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala PNS
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberd Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/Org-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Perubahan ke Lima Belas Tentang Peraturan Gaji PNS

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KGB PNS

2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan

3. Mengetahui peraturan tentang penggajian

[Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar)
2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS

1. Komputer dan peralatan pendukung
2.ATK

3. Dokumen/ Berkas

4. Surat Pengantar Dinas

Peringatan

Pencatatan dan p

Jika Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PNS tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka KGB PNS
akan terkendala.

1. Buku Kendali KGB
2. Disimpan scbagai data elektronik dan manual

SOP PEMBUATAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . X Kasubag Umum | Kelengkapan/ Keterangan
Sekretaris 4 Staf Kepala Dinas Waktu Output
& Kepegawaian Persyaratan
Sckretaris memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk i P — L
1 mendata dan menyiapkan berkas PNS yang akan KGB. Lembar Disposisi SMenit  [Disposisi
o, (t P! v
Kasul?bag {Jxﬁum dan Kepe‘gn\\mm\ membuat daftar PNS yang akan it D Disposisi, Daflar
Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan menugaskan staf untuk mengetik, o 3
2 S : 3 > Daftar PNS yang akan (30 Menit ~ [PNS yang akan
mengidentifikasi dan mendata serta menyiapkan berkas PNS yang akan
: KGB KGB
KGB.
Lembar Disposisi Disposisi, KGB
Mengidentifikasi dan meminta PNS yang memenuhi syarat untuk 'L{" i ,ls]msm' A PNS, Dokumen/
fuiibuis M. Tt R, KGB PNS, Dokumen/
berkas KGB. Iy dan memeriksa R X Berkas PNS (SK
3 i : ¥ i S Berkas PNS (SK 3 Hari s %
berkas, mengetik dan menyampaikan KGB PNS beserta berkas 2 3 Pangkat Terakhir,
Pangkat Terakhir, SK 4
pendukung. Berkala Terakhi SK Berkala
@ k) Terakhir)
i bt ; i& s I_l Lembar Disposisi, Disposisi, KGB
4 i\)ﬂ;gg:uksl da‘n nl}l:nbcr: par::| pz:dn Kenaikan Gaji Berkala (KGB) P KGB PNS, Dokumen/ |30 Menit |PNS, Dokumen/
lan menyerahkannya pada atasan. I Berkas PNS Berkas PNS
Tidak
. - - . . . ) KGB PNS,
Mengoreksi dan memberi paraf pada Kenaikan Gaji Berkala (KGB) KGB PNS, Dokumen/ . A
) Y 2 30 Menit  |Dokumen/ Berkas
PNS. Berkas PNS .
PNS
Ya ; KGB PNS,
e T e ot B s [ KGB PNS, Dokumen/ . e S
6 |Memasukkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. q Berkas PNS S5 Menit E;}I;unnn Berkas
KGB PNS,
/
7 |Menandatangani Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PNS. / KGR PNS, Dokommed | ¢y | Dok Bk
Berkas PNS 4
i \ PNS
Tidak
Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar serta melakukan " KGB PNS,
8 |penggandaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PNS, mengarsipkan dan . " ]I;G]lz Pl:; SDokumm 30 Menit  |Dokumen/ Berkas
mendistribusikan KGB kepada PNS yang bersangkutan. 2 = PNS




Nomor SOP (07/SOP/DSPPrPA-PS/2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Lfektif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN pb KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK et DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Nama SOP PEMBUATAN KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN DAN
ASKES PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan,

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Keanggotaan ASKES

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pembuatan
KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan ASKES PNS

2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab, Pesisir Selatan

[Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar)

1. Komputer dan peralatan pendukung
2.ATK

3, Dokumen/ Berkas

4. Surat Pengantar Dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pembuatan KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan ASKES tidak dikerjakan maka SOP KARPEG,
KARIS, KARSU, TASPEN dan ASKES tidak dapat terlaksana.

1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PEMBUATAN KARPEG PNS

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan § Kasubag Umum Kelengkapan/ Keterangan
Sekretaris 5 Staf Kepala Dinas Waktu Output
& Kepegawaian Persyaratan
Sekretaris memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk
1 |mendata dan menyiapkan berkas PNS yang belum mempunyai Kartu - Surat Masuk 5Menit | Disposisi
Pegawai (KARPEG) dan menyiapkan usulan penerbitan karpeg.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian menugaskan staf untuk mendata i Disposisi, Konsep
e Lembar Disposisi,
PNS yang belum memiliki KARPEG, membuat konsep surat usulan . |surat usulan
2 : % 2 Konsep surat usulan |30 Menit <
penerbitan KARPEG dan kan staf untuk menyiapkan berkas y . AR VEG penerbitan
dan mengetik konsep surat usulan penerbitan KARPEG. Peiara . KARPEG.
Lembar Disposisi,
Konsep surat usulan
Mendata PNS yang belum memiliki KARPEG dan menginformasikan penerbitan KARPEG, Lembar Disposisi,
kepada PNS yang bersangkutan untuk melengkapi berkas usulan )I I Dokumen’ Berkas Konsep surat usulan
3 |penerbitan KARPEG. Memeriksa kelengkapan berkas yang diserahk L (F.Copy SKCPNS, |3 Hari penerbitan
oleh PNS yang bersangkutan dan mengetik konsep surat usulan F.Copy SK PNS, KARPEG,
penerbitan KARPEG. F.Copy STPPL, Foto Dokumen/ Berkas
uk. 2x3 - Masing-
masing 4 Rangkap)
= Usulan
Surat usul Surat usulan Penerbit
Memeriksa kelengkapan berkas, ksi ketikan konsep surat, I_I, = u.s e i b . |penerbitan L |.ar‘|
4 memaraf konsep surat dan menyampaikannya kepada atasan | I‘ peacbian KARFEG,. (20 Meit KARPEG. KMLEG
P JERRREAREE : Dokumen/ Berkas Dokumeny Berkas | diberkan
—— Apabila Sudah
Tidak Surat usulan ENS:100%
Surat usulan bita
5 [Mengoreksi dan memaraf surat usulan penerbitan KARPEG PNS. penerbitan KARPEG, |10 Menit Pene ;E G"
Dokumen/ Berkas Dok Bk
Ya — Surat usulan st et
6 [Memasukkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. > penerbitan KARPEG, |5 Menit pelicthxs
[S— Dokumen/ Berkas KARFEG,
A Dokumen/ Berkas
/V ot ik Surat usulan
M. 1 A H whit i =
P : dan gani surat usulan p KARPEG penerbitan KARPEG, |15 Menit penerbitan
PNS. Dokt Beik: KARPEG,
Tidak e o Dokumen/ Berkas
Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar serta melakukan Surat usulan Sural;slulan
8  [penggandaan surat usulan penerbitan KARPEG PNS, mengarsipkan - Y penerbitan KARPEG, |30 Menit Ip:\nekrp;:n
dan mengantar berkas usulan penerbitan KARPEG PNS ke BKPSDM. e Dokumen/ Berkas 2
Dokumen/ Berkas




SOP PEMBUATAN KARIS/ KARSU

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Ui Keterangan
Sekretaris PRI AR Staf Kepala Dinas | Kelengkapan/ Persyaratan | Waktu Output
& Kepegawaian
Sekretaris memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk
mendata dan menyiapkan berkas PNS yang belum mempunyai Kartu . 3 B
: Istri/ Suami (KARIS/ KARSU) dan menyiapkan usulan penerbitan . St Masl AMent  |Disponed
KARIS/ KARSU PNS yang bersangkutan.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian menugaskan staf untuk mendata Dk Ko
PNS yang belum memiliki KARIS/ KARSU, membuat konsep surat Lembar Disposisi, Konsep surat m;" u.:{an i
2 |usulan penerbitan KARIS/ KARSU dan menugaskan staf untuk ) I usulan penerbitan KARIS/ 30 Menit | erbitan KARIS/
iapkan berkas dan mengetik konsep surat usulan penerbitan KARSU. PK:IL(S;J 3
KARIS/ KARSU. ;
Lembar Disposisi, Konsep surat
usulan penerbitan KARIS/
U, / Berkas
Mendata PNS yang belum memiliki KARIS/ KARSU dan ::ﬁt' ?f’:‘;‘?‘“vns‘?“’ Lembar Disposisi,
menginformasikan kepada PNS yang bersangkutan untuk melengkapi CPII‘(S? C‘ *.Sl((vl;NS Konsep surat
3 [berkas usulan penerbitan KARIS/ KARSU. Memeriksa kelengkapan N| I rC % QKOI?:n kat T -r.akhir 3 Hari usulan penerbitan
berkas yang diserahkan oleh PNS yang b kutan dan mengetik - F.CW-‘ DP32 'Ig'ahun Lr emkh;r KARIS/ KARSU,
konsep surat usulan penerbitan KARIS/ KARSU. F. C:: Sul:al.“likah F.Copy ! Dokumen/ Berkas
Kartu i(eluarga. Foto uk 3x4 Usulan
2lbr) Penerbitan
[_] Surat usulan penerbitan ot Gaian i
b S .
4 Memeriksa kelengkapan berkas, mengoreksi ketikan konsep surat, " KTIUW‘ K:R"gl | Dokumen/ |20 Menit penerbitan KARIS/ |~ KARSU
memaraf konsep surat dan menyampaikannya kepada atasan. I Berk : S i & KARSU, diberikan
o Dokumen/ Berkas | Apabila Sudah
PNS 100%
T Surat usulan penerbitan Sl el
Mengoreksi dan memaraf surat usulan penerbitan KARIS/ KARSU - . |penerbitan KARIS/
/ J /
5 ENS. wj KARSU, Dokumen/ {10 Menit KARSU.,
Dokumen/ Berkas
Surat usulan penerbitan Sl
Ya erbi
6 |M kkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. N ] KARIS/ KARSU, Dokumen/ |5 Menit fg&fﬁm RARY
ek Dokumen/ Berkas
Surat usulan penerbitan Suant oo
Memeriksa dan d i surat usulan rbitan KARIS/ . |penerbitan KARIS/
7 ' ARIS/ KARSU, /
KARSU PNS. }l;’::: KARSU, Dokumen/ |15 Menit KARSU.
Tidak . Dokumen/ Berkas
Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar serta melakukan Sient ualan petebiban Surat usulan
8 penggandaan surat usulan penerbitan KARIS/ KARSU PNS, & 2 KARPSU Dokume/ |30 Meait penerbitan KARIS/
garsipkan dan berkas usulan penerbitan KARIS/ . Ya Berka : il KARSU,
S
KARSU PNS ke BKPSDM. Dokumen/ Berkas
SOP PEMBUATAN TASPEN PNS
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Umum Kelengkapan/ Keterangan
Sekretarls | e Staf Kepala Dinas o Waktu Output
& Kepegawai Persyaratan
Sekretaris memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk
1 [mendata dan menyiapkan berkas PNS yang belum mempunyai kartu . Surat Masuk 5Menit  |Disposisi
TASPEN dan menyiapkan usulan penerbitan TASPEN.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian menugaskan staf untuk mendata s i iy
PNS yang belum memiliki TASPEN, membuat konsep surat usulan 5 - A Dispossi Konscp
2 penerbitan TASPEN dan menugaskan staf untuk menyiapkan berkas f [ Romepsatusiim  |$0Ment |t usuin
dan mengetik konsep surat usulan penerbitan TASPEN. penkchitan TASPEN. penesottan TASPHN,
Lembar Disposisi,
Konsep surat usulan
Mendata PNS yang belum memiliki TASPEN dan menginformasikan l;;:;;::la; IIBﬂI:\rii::N Lembar Disposisi,
kepada PNS yang bersangkutan untuk melengkapi berkas usulan ;II | cangk ‘ 4:(EC 2 Konsep surat usulan
3 |penerbitan TASPEN. Memeriksa kelengkapan berkas yang diserahk oK CP]TJ‘IS 3 P C'o(’png 3 Hari penerbitan TASPEN
oleh PNS yang bersangkutan dan mengetik konsep surat usulan i"lﬂ P C e qu ¥ PNS, Dokumen/
penerbitan TASPEN. P;l;g:knlt T?riléhir Berkas
F.Copy KARPEG,
F.Copy KP4)
; g Surat usulan penerbitan Surat usulan
4 Memeriksa kelengkapan berkas, mengoreksi ketikan konsep surat, N ] ¢ TASPEN, Dokumen/ |20 Menit [penerbitan TASPEN
memaraf konsep surat dan menyampaikannya kepada atasan. i | ! ’
Berkas Dokumen/ Berkas
Tidak
Surat usulan Surat usulan
5 |Mengoreksi dan memaraf surat usulan penerbitan TASPEN PNS. TASPEN, Dokumen/ |10 Menit ~ |penerbitan TASPEN,
Berkas Dokumen/ Berkas
Ya Surat usulan penerbitan Surat usulan
6 |Memasukkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. )‘ | TASPEN, Dokumen/ |5 Menit rbitan TASPEN,
I Berkas Dokumen/ Berkas
/ Surat usulan penerbitan Surat usulan
7 |Memeriksa dan gani surat usulan penerbitan TASPEN PNS. TASPEN, Dokumen/ |15 Menit  |penerbitan TASPEN,
Berkas Dokumen/ Berkas
[Tidak
Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar serta melakukan Surat usulan penerbitan T
penggandaan surat usulan penerbitan TASPEN PNS, mengarsipkan dan it % @ | PR
$ berkas usulan penerbitan TASPEN PNS ke PT. TASPEN Ya é:i:N Dokumen 30 Menit g;"l:r;'l::' l;’;ii EN,
atau ke BKPSDM.




SOP PEMBUATAN ASKES

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ) .| Kasubag Umum ) Kelengkapan/ Keterangan
Sekretaris ; Staf Kepala Dinas Waktu Output
& Kepegawaian Persyaratan
Sekretaris memerintahkan Kasubbag Unum dan Kepegawaian untuk
| mendata dan menyiapkan berkas PNS yang belum mempunyai ASKES . Surat Masuk 5 Menit  |Disposisi
dan menyiapkan usulan penerbitan ASKES.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian menugaskan staf untuk mendata g gy
i Lembar Disposisi, Disposisi, Konsep
PNS yang belum memiliki ASKES, membuat konsep surat usulan i
2 B : ; Konsep surat usulan {30 Menit ~ |surat usulan
penerbitan ASKES dan menugaskan staf untuk menyiapkan berkas dan 7 bian ASKES bitan ASKES
mengetik konsep surat usulan penerbitan ASKES. PRERIARE: i
Lembar Disposisi,
Konsep surat usulan
penerbitan ASKES,
Dokumen/ Berkas
Mendata PNS yang belum memiliki ASKES dan menginformasikan rangkap 3 : (F.Copy Lembar Disposisi
kepada PNS yang bersangkutan untuk melengkapi berkas usulan A SK Terakhir, F.Copy Kt) 3 surl::(l‘ls:l’an
3 [pencrbitan ASKES. Memeriksa kelengkapan berkas yang diserahkan 4 I | Daftar Gaji, F.Copy (3 Hari v A
: i penerbitan ASKES,
oleh PNS yang bersangkutan dan mengetik konsep surat usulan Surat Nikah, F.Copy
Ay Dokumen/ Berkas
penerbitan ASKES. Kartu Keluarga,
F.Copy Akte Lahir
Anak, Formulir Isian
ASKES, Foto masing-
masing 2x3 2lbr)
Memeriksa kelengkapan berkas, mengoreksi ketikan konsep surat P i
4 ;nenmm honse fura': e mer; ‘am fikami s amsz ? » penerbitan ASKES, (20 Menit  penerbitan ASKES,
d i ) Dokumen/ Berkas Dokumen/ Berkas
Tidak Surat usulan Surat usulan
5 |Mengoreksi dan memaraf surat usulan penerbitan ASKES PNS. penerbitan ASKES, 10 Memt — [penerbitan ASKES,
Dokumen/ Berkas Dokumen/ Berkas
Ya Surat usulan Surat usulan
6 [Memasukkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. > penerbitan ASKES, (S Menit  |penerbitan ASKES,
Dokumen/ Berkas Dokumen/ Berkas
/ Surat usulan Surat usulan
7 |Memeriksa dan menandatangani surat usulan penerbitan ASKES PNS. penerbitan ASKES, (15 Menit ~ |penerbitan ASKES,
y \ Dokumen/ Berkas Dokumen/ Berkas
idak
Mengagendakan dan memberi nomor surat Keluar serta melakukan Surat usulan Surat usulan
8 [penggandaan surat usulan penerbitan ASKES, mengarsipkan dan . Y penerbitan ASKES, (30 Menit  [penerbitan ASKES,
mengantar berkas usulan penerbitan ASKES ke PT. ASKES. 2 Dokumen/ Berkas Dokumen/ Berkas




Nomor SOP 08/SOP/DSPPrPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN inion ol KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESSISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Nama SOP Pengajuan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

1. Memahami peraturan p

dangan yang terkait dengan tugas/ izin belajar

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan P dan Perlind
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas Anak Kab. Pesisir Selatan
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlind Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil
5. Surat Edaran Gubemnur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Surat Edaran Menpan Nomor 18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS
7. Permenpan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar) 1. Komputer dan peralatan pendukung
2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS 2. ATK
3. Dokumen/ Berkas
4. Surat Pengantar Dinas
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika pengusulan penerbitan tugas/ izin belajar maka harus diperhatikan program studi yang akan diambil, dan 1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar
pengusulannya harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum mendaftar di perguruan tinggi yang akan 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
diambil.
SOP PENGAJUAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Uj Kelengk: / Keterangan
¢ Staf Sekretaris Kepala Dinas B mflm AR Waktu Output s
& Kepegawaian Persyaratan
Menerima surat permohonan PNS yang ingin melanjutkan studi ke -
| enjang pendidikan yang lebih llnggl. dan mcnqlal kc': c.inlam blfku Surat Pcnvohor?aln. 10 Menit  [Surat Masuk
agenda surat masuk serta memberikan lembar disposisi kemudian Lembar Disposisi
dimasukkan ke ruang sekretaris.
5 45 g dai % g kcpa@ chala D!nas Surat Permohonan, ¢ .
2 [untuk meminta persetujuan permohonan PNS yang ingin melanjutkan PR 15 Menit  [Surat Masuk
wdi Lembar Disposisi
S| 5
Menerima disposisi dan memerintahkan Kasubag Umum dan ’
3 |Kepegawaian untuk segera menindaklanjuti permohonan PNS yang >I I Ibljm:’:e;?:h:?jn * |10 Menit  [Surat Masuk
ingin melanjutkan studi I_l SRR
Melakukan analisa dan membuat konsep rekomendasi bidang studi
yang akan diambil berdasarkan formasi pegawai, pola karier dan Surat Permohonan, . |Konsep
& e > s 5 5 (Y 20 Menit 2
atabase | pegawai ; staf untuk Lembar Disposis Rekomendasi

mengetik konsep dan menyiapkan berkas tugas/ izin belajar.

Memberitahukan PNS ybs untuk melengkapi berkas usulan izin/ tugas

belajar, mengetik konsep surat sesuai dengan disposisi, memeriksa
kelengkapan berkas PNS ybs dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada
atasan.

w

Disposist, Surat
Pengantar, SK Pangkat
Terakhir, DP3
Terakhir, Biodata
PNS, ljazah Terakhir
yg dilegalisir, Surat
Pernyataan Biaya

Ditanggung Sendiri,
Surat Pernyataan tidak Konsep Surat
akan meninggalkan . Pengantar,

3 3 Hari »
tugas dinas, Surat Rekomendasi,

pernyataan tidak akan Dokumen/ Berkas
menuntut penyesuaian
ijazah, Surat
Rekomendasi bahwa
pendidikan yg
ditempuh benar-benar
sesuai dengan
kebutuhan SKPD, NIP
Konversi.




N B Nomor SOP 09/SOP/DSPPrPA-PS/2017
VU PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
{ T'anggal Revisi
langgal Efektif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN , KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Disahkan oleh ; 3 i
PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
N NI, MV
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Nama SOP Pengajuan Cuti PNS
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian cuti PNS
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan 2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlind
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas Anak Kab, Pesisir Selatan
Sostal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/Org-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS

[Keterkattan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar) 1. Komputer dan peralatan pendukung
2.ATK

3. Dokumen/ Berkas
4. Surat Permohonan Cuti

'T’cringulun Pencatatan dan pendataan
Jika pengajuan cuti PNS tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka SOP Pengajuan 1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar
Cuti PS tidak dapat dijalankan. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
SOP PENGAJUAN CUTI PNS
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ) . |Kasubag Umum|  Kelengkapan/ Keterangan
Staf Sekretaris Kepala Dinas Waktu Output

& Kepegawaian Persyaratan

Menerima surat permohonan PNS yang mengajukan cuti, dan mentatat

1 |ke dalam buku agenda surat masuk serta memberikan lembar disposisi -
kemudian dimasukkan ke ruang sekretaris.

Surat Permohonan,

bt s 10 Menit ~ [Surat Masuk

Surat Permohonan,

T ombat Disposis 15 Menit ~ |Surat Masuk

2 |Kepala Dinas untuk meminta persetujuan permohonan PNS yang

Menerima surat permohonan cuti PNS, dan mendisposisikan kepada []
mengajukan cuti.

Menerima disposisi dan memerintahkan Kasubag Umum dan
i P - e g \l | Surat Permohonan,

3 |Kepegawaian untuk segera menindaklanjuti permohonan PNS yang ok
mengajukan cuti g | Lembar Disposisi

10 Menit ~ [Surat Masuk

Membuat konsep surat izin cuti PNS dan menugaskan staf untuk segera [ Surat Permohonan, . |Konsep Surat Izin
4 2 o 8 10 Menit s
mengetiknya. Lembar Disposisi Cuti PNS
Mengetik konsep surat izin cuti PNS sesuai dengan disposisi atasan ] Surat Permohonan, . |Konsep Surat Izin
5 i B 10 Menit .
dan melaporkan pada atasan. Lembar Disposisi Cuti PNS
p Mengoreksi dan memaraf surat izin cuti PNS tersebut untuk kemudian [ | Surat Permohonan, 10Menit |Surat Izin Cuti PNS
diteruskan kepada sekretaris. L Lembar Disposisi EHE PR
Tidak Surat
7 [Mengoreksi dan memberi paraf pada surat izin cuti PNS tersebut. / \ uret Eemobionas, 10 Menit  |Surat Izin Cuti PNS

Lembar Disposisi

Ya
8 [Memasukkan ke ruang kadis untuk ditandatangani. | I’r Sirat Permolionap, 10 Menit  |Surat Izin Cuti PNS

Tidak Lembar Disposisi
9 [Menandatangani surat izin cuti PNS. >< Surat Izin Cuti PNS |5 Menit  |Surat Izin Cuti PNS
Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar kemudian
10

Sl ; 2 Ya o . o
mendistribusikan pada PNS ybs, mengarsipkan dan mengirimkannya ke .( Surat Izin Cuti PNS |30 Menit  |Surat Izin Cuti PNS
BKPSDM.




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor SOP 10/SOP/DSPPrPA-PS/2017
Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 21 Mei 2017

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003

BIDANG SEKRETARIAT

Judul SOP Penyusunan SPP LS Gaji

Dasar Hukum

Kualifikasi Pertama

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlinds Anak Kabup Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

1. Memahami peraturan perundang-und yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan

2. Memiliki Kemampuan membuat daftar Gaji

I 7 TR T

K P b

SOP Pengelolaan Surat Masuk Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung
SOP Pengelolaan Surat Keluar Pengesahan SP)

SOP Pengarsipan BKU

Peringatan Pencatatan dan pend:

Jika penyusunan SPP LS Gaji tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan mengganggu pelaksanaanpelaksanaan
kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penggajian Pegawai

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Dokumen Daftar Gaji Pegawai

Dokumen SPP dan SPM LS Gaji
Pengajuan SPP LS Gaji
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pembuat | Kasubag |Sekretaris | Kepala Ket
DGyl [Kowmngm | Divss | Dinas | TOeNRWR W O

Membuat perincian data penerimaan gaji - N f Tem?;":f;ﬁ - o
1 |dinjutkan membuat SPP LS gaj dan ok SR P

P Form SPP LS gaji Hari |gaji dan Terisinya form

o SPPLS gai

Memverifikasi SPP LS gaji, menguji > . 10 [Terverifikasinya Draft

. kelengkapannya dan menandatangani T Menit [SPP LS Gaji
ya

Membuat SPM LS gaji dan diserahkan ‘ ) 2 [Tersusunnya draft SPP
i ke Kepala Dinas e Jam |dan SPM LS gaji

Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan

FEN S  DAr A DiahSPPdanSPMLS 5 |SPP dan SPMLS gai
4 [Pengguna Anggaran untuk kemudian i Venit telah disahian

diajukan ke BUD yang akan menerbitkan %) yeng

SP2D




Nomor SOP 11/SOP/DSPPrPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Judul SOP P Laporan F ional dan Laporan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pertama

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan P puan dan Perlind Anak Kab Pesisir Selatan

15 i peraturan p d yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi Laporan Keuangan

3. Mampu membuat dokumen SPP/SPM

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 4. hami peraturan-p tentang P daan Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD
Pesisir Selatan Tahun 2017
Keterk Peralatan/perlengk
SOP Pengelolaan Surat Masuk /Laptop dan p penduk
SOP Pengelolaan Surat Keluar Dokumen DPA
SOP Pengarsipan Daftar Standar Harga
Form SPP/SPM LS Barang dan Jasa
P P dan
Jika penyusunan SPP LS Barang dan Jasa tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan mengganggu proses Disimpan sebagai data elektronik dan manual
pencairan anggaran dan pada akhirnya mengganggu kelancaran operasional dan kegiatan Dinas Sosial PPrPA  |Dokumen SPP LS Barang dan Jasa
Kabup: Pesisir Selatan
Penyusunan Laporan Fungsional Dan Laporan Administratif
Pelaksana Mutu baku Ket |
s Mgt sokdis | U0 | oo | st Kadis Kelengkapan Waktu Out put
Keuangan
1 [ Memerintahkan Kasubag Keuangan Disposisi surat 5ment |Disposisi surat
untuk menyusun Laporan Fungsional
dan Laporan Administratif
2 | Memerintahkan Bendahara untuk Disposisi Surat 5ment | Disposisi Surat
menylapkan Laporan Fungsional dan
Laporan Administratif

3| Mengumpulkan data pendukung
laporan Fungsional dan Laporan
Administratif

dan menugaskan Staf untuk
mengerjakannya

- Format penyusunan 20 menit |- Format penyusunan
Laporan Fungsional Dan

4 | Membuat konsep laporan Fungsional
dan Laporan Administrasi Dinas

lalu diserahkan ke

Bendahara untuk diperiksa

5 |Menguj kesesuaian Laporan
Fungsional dan Laporan Administrasi
dengan BKU Lalu diserahkan ke
Kasubag Keuangan

Laporan Administratif

- Laporan Fungsional - Buku Kas Umum

- Buku Kas Umum

- Format penyusunan 2hari  |Draft laporan Fungsional
|| Laporan Fungsional dan Laporan Administratif

- Buku Kas Umum

Draft laporan 1Jam  [Draft laporan Fungsional

Fungsional dan dan Laporan Administratif

Laporan Administratif




Nomor SOP 12/SOP/DSPPrPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Judul SOP Penyusunan Laporan Register Pajak
Dasar Hukum Kualifikasi Pertama
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Memiliki Kemampuan dalam Penyusunan Laporan Register Pajak
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4, Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD
Kat Pesisir Selatan Tahun 2017
Keterkaitan F /perl
SOP Pengelolaan Surat Masuk Komputer/Laptop dan peralatan pendukung
SOP Pengelolaan Surat Keluar Pengesahan SPJ
SOP Pengarsipan BKU
Peri P dan pend
Jika penyusunan Laporan Register Pajak tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan mengganggu pelaksanaan  |Disimpan sebagai data elektronik dan manual
pertanggung jawaban atas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pajak atas kegiatan OPD Dokumen Register Pajak Dinas Sosial, PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan
Penyusunan Laporan Register Pajak
Pelaksana Mutu baku
No Kegiatan . Kasuba: .
9 Sekdis 9 | Bendahara Staf Kadis Kelengkapan Waktu Out put
Keuangan
1 | Memerintahkan Kasubag Keuangan Disposisi surat Smenit |Disposisi surat

untuk menyusun Laporan Register
Pajak Dinas Sosial PPrPA

Kab. Pessel _I

2 | Menugaskan Bendahara untuk Disposisi Surat Smenit |Disposisi Surat
menyiapkan data pendukung dan
menyusun Laporan Register Pajak

3 |Melakukan pemungutan dan -SPJKegiatanKena | oy Har |- 5PJ Kegiatan Kena Pajak
penyetoran pajak dan mengumpulkan Pajak Laporan S3P
bukti setor -Formulir S8 ~ Surat Pengantar
Surat Pengantar Penyetoran
" Penyetoran
—
4 | Melaksanakan pembukuan, _Format penyusunan| 20 hai | praft laporan Register
dokumentasi bukti pgmbayaran dan Laporan Register Pajak, SSP
membuat register pajak Pajak
Bukti SSP
f— - Buku Kas Umum
5 | Bendahara menyesuaikan draft é’ Draft laparan 1 Jam | Draft laporan Register
Laporan Register Pajak dengan BKU - Register Pajak Pajak
dan melaporkan ke Kasubbag BKU
Keuangan untuk dievaluasi I
Mengevaluasi Draft Laporan i
6l g kg iulas Paiak ¢ ? ¢ Draf.t Iapora.n I ha Register Pajak
ekapitulas Pajak dan memara Register Pajak Dt laooran
laporan p

7 |Mengevaluasi Draft Laporan Draftlzporan 1 han Draft laporan
Rekapitulas Pajak dan memaraf ) Register Pajak
laporan kemudian menyerahkan Register Pajak
ke Kepala Dinas Ticak

g | Laporan Register Pajak >- Draft laporan 1 jam Register Pajak

Ya Register Pajak Dokumen laporan




Nomor SOP 13/SOP/DSPPrPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG SEKRETARIAT Judul SOP Peny Laporan F | dan Laporan Ad tif
Dasar Hukum Kualifikasi Pertama
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan  [1. N hami Peraturan Perundang: yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2. Memiliki K dalam Peny Laporan lisa data dan informasi laporan keuangan
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlind| Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017
Keterk Peralatan/perl
SOP Pengelolaan Surat Masuk Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung
SOP Pengelolaan Surat Keluar Pengesahan SP)
SOP Pengarsipan BKU
F P dan pend:

Jika penyusunan Laporan Fungsional dan Laporan Administratif tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan
mengganggu pelaksanaan pertanggung jawaban atas p dan penatausahaan k dan
kegiatan OPD

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Dokumen laporan Fungsional dan Laporan Administratif Dinas Sosial, PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan

SOP Penyusunan Laporan Fungsional dan Laporan Administratif

Pelaksana Mutu Baku
b A PPTK Bendahara Kasubay Sekfe‘a"s Kepala Kelengkapan Waktu Output o
Keuangan Dinas Dinas
Menyiapkan Draft SPP LS Barang dan -4'_ OPA
' Jasa berdasarkan dokumen Tok Ea i 1 Draft SPP Barang
pendukung yang ada lalu diserahkan ¢ hari  danJasa
ke bendahara untuk diverifikasi
Memverifikasi draft SPP LS Barang
dan Jasa baik kelengkapan dan X Draft SPP Barang 10 Draft SPP Barang
2 g 4 dk 2
kesesuaiannya lalu diserahlan ke dan Jasa menit  danJasa
Kasubag Keuangan va
Memeriksa draft SPP LS Barang dan Tasiiiiiie
3 Jasa lalu membuat SPM LS Barang ;’ Draft SPP Barang 2 SPP dan S)II’M LS
dan Jasa dan diserahkan ke Kepala dan Jasa jam
7 Barang dan Jasa
Dinas
ya 1
Memeriksa kesesuaian berkas SPP é
dan SPM dan melakukan pengesahan Draft SPP dan SPP dan SPMLS
4 |selaku Pengguna Anggaran untuk SPM LS Barang e Barang dan Jasa
kemudian diajukan ke BUD yang akan dan Jasa yang telah disahkan
menerbitkan SP2D




Nomor SOP 14/SOP/DSPPPA-PS/2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003

BIDANG SEKRETARIAT

Judul SOP Peny

Laporan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pertama

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4, Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

1N hami peraturan perundang
2. Memiliki k dalam Peny

yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
Laporan K

lisa data dan informasi Laporan Keuangan

Keterkai

Vatar faodanal

SOP Pengelolaan Surat Masuk

Komputer/Laptop dan peralatan pendukung

SOP Pengelolaan Surat Keluar Pengesahan SPJ
SOP Pengarsipan BKU
Peringatan Pencatatan dan pend
Jika Laporan gan S tidak dilak sesuai SOP maka akan mengganggu pelaksanaan | Disimpan sebagai data elektronik dan manual
pertanggung jawaban atas pelak danp haan k gan dan kegiatan OPD Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pelaksana Mutu baku Ket
o Kagliesa Sekdis z::::;gn Fedaban. | St Kadis Kelengkapan | Waktu Out put
1| Memerintahkan Kasubag Keuangan 5menit  Disposisi surat
untuk menyusun Laporan Register ——
Keuangan Semesteran Disposisi surat
2 | Menugaskan Bendahara untuk l 5menit | Disposisi surat
membuat Laporan Keuangan
Semesteran Disposisi surat
E—|
3 Mengumpulkan Data pendukung - Disposisi surat 1.Jam - Format penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Semesteran
menugaskan staf
- BKU
4 Membuat konsep Laporan Keuangan j Disposisi Surat 2 hari 2raft Laporan Keuangan
Semesteran dan menyerahkan Laporan [S)g;%men SPP, SPM, emestarar
kepada Kasubbag Keuangan -
P 9 g Laporan Pengesahan
SPJ
Laporan Aset dan
Persediaan
5 Menguji kesesuaian Laporan Keuangan [ Draft Laporan 1 Jam  Draft Laporan Keuangan
Semesteran dengan BKU - Keuangan Semesteran Semesteran
6 Mengevaluasi Laporan Keuangan Draft Laporan | Draft Laporan Keuangan
Semesteran Keuangan 10 ment Semesteran
Tidak Semesteran
7 Menandatangani dan Ya < Draft Laporan | Dokumen Laporan
Mengesahkan Laporan D Keuangan 10 menit | Keyangan Semesteran
Keuangan Semesteran l Semesteran




Nomor SOP 15/SOP/DSPPrPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003

BIDANG SEKRETARIAT

P
Judul 50 Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi Asset dan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pertama

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemb yaan P puan dan Per Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

fiod

1. hami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
2. Memiliki k dalam peny Laporan lisa data dan informasi laporan
3. Memiliki k dalam peny Laporan yang berkaitan dengan aset

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan program Aplikasi SIMDA dan SIPKD

Keterkaitan

| Toad
F per

SOP Pengelolaan Surat Masuk
SOP Pengelolaan Surat Keluar
SOP Pengadaan Barang dan Jasa
SOP Pengarsipan

Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung
Dokumen berupa Laporan Pengesahan SPJ, SPP, SPM, SP2D dan dokumen menyangkut aset
Surat Pengantar Dinas

Pencatatan dan

Peringatan

Jika Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi Aset dan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak
dilaksanakan sesuai SOP maka akan mengganggu pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan dan kegiatan SOP

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Buku Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi Aset dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi Asset dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Pelaksana Mutu baku Het
= Hegiaan Kadis Sekdis ﬁ:zgﬁ;gn Bendahara Staf Kelengkapan Waktu Qut put
1 | Memenntahkan Kasubag Keuangan Smenit  (Disposisi surat
untuk menyusun Laporan Register o
Pajk Dinas Sosial PPIPA Disposisi sura
Kab. Pessel
2 [ Menugaskan Bendahara untuk Sment  |Disposisi Surat
menyiapkan data pendukung dan h 4
menyusun Laporan Register Pajak . Disposisi Surat
3 [ Melakukan pemunguian dan - 3/m - Dokumen SPR SPM dan
penyetoran pajak dan mengumpulkan SF2D
bukdi setor - Laporan Pengesahan SPJ
Disposisi Surat
-Laporan Aset dan
Persediaan
4 | Melaksanakan pembukuan, Disposisi Surat 20 han  |Disposisi Surat
dokumentasi bukti pembayaran dan Dakumen PP, SPM, Dokumen SPP, SPM,
membuat register pajak SPD SPD
. Laporan Pengesahan Laporan Pengesahan SPJ
SRl Laporan Aset dan
Laporan Aset dan Persediaan
Persediaan
5 |Bendahara menyesuaikan draft Disposisi Surat 95 haii  |Draftlaporan Realisasi
Laporan Register Pajak dengan BKU v Dakumen SPP. SPM Anggaran, Neraca, Laparan
dan melaporkan ke Kassubag dan 3P2D Mutasi Asat dan Catatzn
Keuangan untuk dievaluasi EEP%OH” Pengesanan AtasLaporan Keuangan
Laporan Aset dan
Persediaan




Wengealuast crattLaporan DraftlagaranRealisasi | 2 vam | Draflaporan Reslsas
Refapias Paak Dnas Sosia PPPA Anggarn, Nera Anggaan Herea
PR Laporan MutasiAset LaporanMutasiAsetdan
; danCatatan Afas CatatanAtas Laporan
l Laporan Keuangan Keuznzan
i
Wengevaluasi DretLaporan Dratleporan Realsast 30 ment | Draf aporan Relsas
. Anggaran, Nerasa Anggaran Neraca
etphias ke ol FREA Laporan Mutas| Aset Laparan Mutasi Ase!dan
dan memaraf laporan kemudian dan Catdan Atas Catalan Aas Laporan
menyerankan ke Kepala Dins " m igen g g
Wenandatangani dan mengesahken DraftLaporan {0 ment | Diokumen zporen
. Realssi Anggaran
Laporan Rester P i, Lipo Tahunen
' WtasiAsel dan
Caatan Alas Laporan

Keugngan




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor SOP 16/SOP/DSPPPA-PS 2017

Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003

BIDANG SEKRETARIAT

Judul SOP Pengajuan SPP UP/TU/GU

Dasar Hukum

Kualifikasi Pertama

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

1

yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan

2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi
Laporan Keuangan

3. Memiliki kemampuan membuat SPP UP/TU/GU

Keterkaitan

(TP T
P

A 5

SOP Pengelolaan Surat Masuk

Komputer/Laptop dan peralatan pendukung

SOP Pengelolaan Surat Keluar Pengesahan SP)
SOP Pengarsipan BKU
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Dokumen SPP UP/TU/GU Dinas Sosial, PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan
Pengajuan SPP UP/TU/GU
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiat i Ket
o egiatan Staf Kasubag Sek(etans Kepala Kelengkapan Waktu Output e
Keuangan Dinas Dinas
Staf menyiapkan draft SPP 1
1 |UPITUIGU berdasarkan dokumen Tdk Form SPP UPTUIGU Hai Draft SPP UPTUIGU
pendukung yang ada
Kasubag Keuangan memverifikasi o
i > 10 Terverifikasinya draft
2 [SPP UPITUIGU, menguji ‘ Draft SPP UPTUIGU Ment  SPPUPTUIGU
kelengkapannya dan menandatangani
ya
Kasubag keuangan membuat SPM
3 |UPTUIGU berdasarkan SPP dan Draft SPP UPITUIGU 2 | IEAE N O
§ g Jam  |dan SPM UP/TUIGU
diserahkan ke Kepala Dinas
Kepala Dinas memeriksa kesesuaian é
berkas SPP dan SPM dan melakukan Draft SPP dan SPM 5 SPP dan SPM
4 |pengesahan selaku pengguna . UPITUIGU yang telah
B UPITUIGU Menit
anggaran untuk kemudian diajukan ke disahkan
BUD yang akan menerbitkan SP2D




Nomor S0P 17 /S0P/DSPPIPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efekiif 21 Mei 2017
Disahkan oleh
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
DAN PERLINDUNGAN ANAK dan Perlindungan Anak
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNL MM
NIP.19610424 1982102 003
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL Namz SOP Peringkatan Peoguatan Kelembagazn LKKS
Kabupaten Pesisir Selatan
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerzh Kabupaten Pesisir Selatan Nomor § Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Petlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintzh Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
2. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Sosialisasi Posdaya Peningkatan Penguatan Kelembagaan LKKS
2. S0P Pembuatan Keputusan Bupati

1. DPA SKPD
2. ATK dan Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan sosialisasi posdaya
peningkatan penguatan kelembagaan LKKS tidak berjalan lancar

SOP Peningkatan Penguatan Kelembagaan LKKS

Mutu Baku

No. Kegiatan
Kasi Staf Kabid Kadis

Instg
Tim T]

Insil
Erkait

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi posdaya
1 |dalam rangka penguatan kelembagaan LKKS serta
menyerahkan Undangan ke Staf untuk diperbanyak

DPA dan Disposisi

15 menit

Bahan sosialisasi
posdaya penguatan
kelembagaan

Menerima undangan untuk diperbanyak dan
9 mendistribusikannya kepada instansiftim terkait,
Organisasi sesuai SK, mempersiapkan absensi serta

konsumsi

Bahan sosialisasi
posdaya penguatan
kelembagaan

30 menit

Bahan sosialisasi
posdaya penguatan
kelembagaan

3 Melaksanakan rapat persiapan, pembahasan dan —I |-'|

perumusan kegiatan |

Bahan so
posdaya penguatan
kelembagaan lkks

disposisi undangan,

absen Pelatihan

90 menit

Motulen sosialisasi
posdaya penguatan
kelembagaan lkks

Mencatat hasil pelaksanaan sosialisasi posdaya
4 |penguatan kelembagaan lkks diserahkan ke staf untuk

MNotulen sosialisasi

MNotulen sosialisasi

kelembagaan lkks

posdaya penguatan | 15 menit |posdaya penguatan
diketik. kelembagaan lkks kelembagaan lkks
Motulen sosialisasi Notulen sosialisasi
5 Mengetik Notulen rapat dan menyerahkan ke Kasi d i 10 i posdaya penguatan
untuk diperiksa. posaaya penguatan menl kelembagaan lkks

yang sudah diketik

Meneliti notulen yang sudah diketik, diparaf dan
6 |diteruskan ke Kabid, memarafnya untuk diteruskan ke

Motulen sosialisasi
posdaya penguatan
kelembagaan lkks

30 menit

Motulen sosialisasi
posdaya penguatan
kelembagaan lkks

yang sudah diketik
dan diperiksa Kasi

Kadis S yang sudah diketik
vang sudah diketik dan diperiksa kasi
MNotulen sosialisasi Motulen sosialisasi
- ’ posdaya penguatan posdaya penguatan
7 Meneliti natulen yang su_dah diparaf dan, memarafnya | kelembagaan Ikks 10 menit | kelembagaan Ikks
untuk diteruskan ke Kadis

yang sudah diperiksa
dan diparaf Kabid

Motulen sosialisasi

Motulen sosialisasi

kelembagaan |kks serta mengarsipkannya

'yang sudah ditanda
tangani Kadis

Menandatangani notulen rapat, jika setuju dan jika / posdaya penguatan posdaya penguatan
8 " . " R kelembagaan lkks 10 menit (kelembagaan lkks
tidak dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki lagi " .
yang sudah diparaf yang sudah ditanda
Kabid tangani Kadis
Menerima Motulen yang sudah ditandatangani dan Noti\en susmhsatsn Noti\en SUSHMS?'
menyerahkan ke Staf melalui Kasi untuk dibagikan ke posdaya penguatan poscaya penguatan
’ eserta sosialisasi posdaya penguatan kelembagaan kelembagaan lis 10 menit | kelembagaan lkks
\Tcks yang sudah ditanda yang sudah ditanda
tangani Kadis tangani Kadis
. Motulen sosialisasi Motulen sosialisasi
posdaya penguatan posdaya penguatan
10 Membagikan notulen sosialisasi posdaya penguatan kelembagazn lkks 30 menit |kelembagazn lkks

'yang sudah ditanda
tangani Kadis




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor SOP

18 /SOP/DSPPrPA-PS/2017

Tanggal Pembuatan

20 Mei 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

21 Mei 2017

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Disahkan oleh

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dra. RIO FATMA ERNL, MM

NIP.19610424 198210 2 003

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Nama SOP

Pelaksanaan Ziarah Perorangan, Ziarah
Rombongan/ Kelompok

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan TMP Nasional

2. KEPMENHANKAM/ PANGAB Nomor Skep.B/ 337/ V/ 1972 tentang Pembinaan dan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 33/ HUK/ 1992 tentang ketentuan ziarah TMP/ MPN

4. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
2. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

1. DPA OPD

2. ATK dan Komputer
3. Alat-alat kebersihan

Peringatan Pencatatan dan pendat
Jika SOP Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Ziarah perorangan
ziarah rombongan/ kelompok tidak berjalan lancar
S0P Pelaksanaan Ziarah Perorangan, Ziarah Rombongan! Kelompok
No. Kegiatan Pelasaa Mot Bal Keterangan
Kasi Staf Kabid | Kadis | Insfansii | Kelengkapan | Waktu Qutput
Tim Terkait
Surat Masuk dari Paziarzh, pimpinan kelompok/
{rombongan ke OPD Dinas terkait bahwa akan i Disposisi {5 ment |surst masuk
diaksangkan ziaizh ol TMP/ MPN
2 Memeintahkan staf untuk mempersiapkan kandis L Pengqunaan alat-ala i kebersihan TWP/
TMPI MPH dalam rangla persiapkan zirah ’ kebersinan e
‘ ' f
3 |Melaksangkan persiapan ziareh di TMP/ MPN Fsagn st 90 ment s 117
asarang WPN
4 |Menyiapkan buku tamu P it {5 ment (buku tamy
asarang




Nomor SOP 19/SOP/DSPPrPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Ta_nggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Perlindungan Anak
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL 00 Pesemwan Bayl/Anak Taape
Identitas Keluarga / Orang
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negen Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penemuan anak terlantar

2, Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kab. Pesisir Selatan

3. Mengetahui peraturan mengenai adopsi anak

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Adopsi Anak 1. Komputer dan peralatan pendukung
2. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

J1ka penemuan anak tidak dilaporkan secara resmi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak maka status anak menjadi tidak jelas dan

1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar
2. File Arsip Rekap Absen

SOP Penemuan BayilAnak tanpa Identitas Keluarga / Orang Tua

No Kegiatan TEN Nl Bl Keterangan
' 9 Masyarakat | Kepolisian | Dinas Sosial |PA dan Pekso| Orang Tua Asuh|  Kelengkapan Waktu | Output 9
Masyarakat menemenukan bayi/anak dan melaporkan Bayi dan barang yg ' Suret Keterarigan
1 f i 5 30 menit |Penemuan
ke Pihak Kepolisian ditemukan b
Bayi/Anak
Pihak Kepolisian Menyerahkan ke Dinas Sosial dan Surat Keterangan \ Eoria foery
2 : ; 1 hari Penyerahan
Membuat Berita Acara Penyerahan Penemuan Bayi/Anak i
Bayi/Anak
Surat keterangan
Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan bayi/anak ke | Berita Acara kesehatan
3 |Puskesmas/Rumah Sakit rumah sakit dan mencari Penyerahan 5 Hari bayi/anak dan
Orang Tua Asuh Bayi/Anak usulan calon orang
tua asuh
Berita Acara Serah
4 Dinas Sosial Menyerahkan Bayi/Anak Kepada Orang [] Hasil Seleksi Orang 1 hari Terima Bayi/Anak
Tua Asuh Sementara yang terseleksi dengan perjanjian tua asuh sementara ke Orang Tua Asuh
Sementara
Dinas Sosial melakukan pemberitahuan ke media cetak i keterapgan SK Penetapan
; iy kesehatan bayi/anak y
5§ |tentang penemuan anak/bayi dan menerbitkan izin 1hari | Orang Tua Asuh
dan usulan calon
pengasuhan sementara Sementara
orang tua asuh
Berita Acara
Penyerahan bayi/anak kepada orang tua asuh SK Penetapan Orang " penyerahan
6 1 hari
sementara Tua Asuh Sementara pengasuhan
sementara




Nomor SOP 20/SOP/DSPPIPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 21 Mei 2017

Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Pelindungan Anak
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL Nams 505 ekomendest SIOREanti Can Orson

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
2. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

Poral g
Peralatan/per p

1. SOP Pengelolaan surat masuk

1. Proposal Panti dan Orsos
2. Komputer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pend:

P

Jika Persayaratan tidak Lengkap Pelayanan Rekomendasi tidak dapat dilakukan

1. Buku Rekomendasi
2. File Arsip Rekap Rekomendasi

SOP Rekomendasi SIOP Panti Dan Orsus

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kelengkapan/ Keterangan
Staf Kadis Bekretaris/Kabi Kasi Waktu Output
Persyaratan
1 [Mengecek administerasi/persyaratan . Proposal 10 Menit ~ |Draf rekomendasi
y
2 [Mengecek data dengan Panti dan Orsos Proposal 5 Hari Rekomendasi
\4
3 |Membuat Rekomendasi Proposal 10 Menit ~ {Rekomendasi
Rekomendasi
Panti dan Orsos
4 [Mengoreksi dan memaraf surat rekomendasi. Proposal 5Memt  [Rekomendasi
\r_l
5 |Penandatanganan Surat Rekomendasi Proposal SMenit  [Rekomendasi
N
: : o . Surat g 4
6 |Penyerahan dan Pengarsipan Surat Rekomendasi . |3Menit  [Rekomendasi
Rekomendasi




Nomor SOP 21/SOP/DSPPIPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
DINASROSIAL, FEMBURDAY AN FEREMECAN DAY Disahkan oleh KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK l;AN PERL[N[)UNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN Nama SOP Pengurusan Rekomendasi untuk BPJS
PENANGANAN FAKIR MISKIN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas

Sostal, Pemberdayaan | puan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

S. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Memahami peraturan perundang: yang terkait dengan Jaminan Kesehatan
\ Perlind

2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, P
Anak Kab. Pesisir Selatan

3. Mengetahui g

yaan Perempuan dan Per

i Jaminan Keseh

|Keterkaitan

1. SOP Laporan Pengaduan Masalah Sosial
2. SOP SLRT

P /perlengkap
1. Fe. KTP (Fe. Akte Kelahiran bagi yang berumur kurang dari 17 Tahun)

2. Fe. KK

3. Fe. Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu dari Wali Nagari diketahui Camat

rl-’cringata.n

Pencatatan dan p

Jika Persayaratan tidak Lengkap Pelayanan Rekomendasi BPJS tidak dapat dilakukan

1. Buku Rekomendasi
2. File Arsip Rekap Rekomendasi

Pengurusan Rekomendasi untuk BPJS

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kelenokapan/ Keterangan
Staf Kadis Sekretaris/Kabid Kasi §agem Waktu Output '
Persyaratan
I [Mengecek Persyaratan Administrasi - KK, KTP, Ket Miskin {1 Menit | Draf rekomendasi
' Terdapat di PBD1 3
2 eneecek data denean Pl )
2 [Mengecek data dengan PBDT SISKADASATU 5 Menit  [No.PBDI
\4
3 [Membuat rekomendasi KK'K”.'.K“MM‘“' 5 Menit | Rekomendasi
No. PBD y
Rekomendasi
BPIS dalam
keadaan darurat
P Ket Miski untuk orang
4 [Mengoreksi dan memaraf surat rekomendasi :lf‘]ﬁ‘l]i,i.Ktl‘Mm"' 3 Menit | Rekomendasi Miskin
0,
¢ K P Ket Miski
5 [Penandatanganan Surat rekomendasi kK'K“,'Kd'MM\m' 3 Menit | Rekomendasi
No. PBDT
6 [Penyerahan dan Pengarsipan Surat rekomendasi >. Surat Rekomendasi |3 Menit | Rekomendasi




Nomor SOP

22/SOP/DSPPrPA-PS/2017

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif 21 Mei 2017

Disahkan oleh

Dra. RIO FATMA ERNL, MM

NIP 19610424 198210 2 003

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

Nama SOP

Perlindungan Sosial

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan P dan Perlind Anak Kabuy Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kab. Pesisir Selatan

2. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
3. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

1. Komputer
2.ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. File Arsip

PERLINDUNGAN SOSIAL
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kelengkapan/ Keterangan
Staf Kadis Sekretaris/Kabid; Kasi R Waktu Output .
Persyaratan
I [Pengecckan lokasi Bencana . Sarana Prasarana 30 Menit o
yang kurat
P setiap
2 |Laporan wali/Camatdari hasil peninjauan Tahunembayaran 1X 3 Bulan {No. PBDT
dilakukan 4 X
Memastikan data
yang tercetak pada
3 [Verifikasi Komitmen Peserta 60 Menit ~ |forum Validasi
I s terlaksananya
korban peserta PKH Y
Penerima
) gieng Bantuan secara
lcrluk.sa.nunyu . KI:TI.:PAN tepat waktu
4 [Syrvey PPLS 2011 I pemberian Bantuan 60 menit  |PENERIMA
secara Maksimal Bantuan PKH
Terlaksananyqn
5 [Penata Usahaan Formulir P o Omenit [T
olch petugas layanan formulisrverifikasi
pada awal minggu
Melakukan
; ) hiran data . |Dokumen
6 ¢ J > E R 30 Menit
6 {Jadwal kerja pendampiing ,. i b et st Meni Parfning
dibutuhkan




(o Nomor SOP 23/SOP/DSPPrPA-PS/2017
VE] PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
P Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Disahkan oleh KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN Nama SOP Program Keluarga Harapan (PKH)
PENANGANAN FAKIR MISKIN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 1. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlind
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan. Anak Kab. Pesisir Selatan
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas 2. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
Sosial, Pemberd Perempuan dan Perlind Anak Kabupaten Pesisir Selatan 3. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeni Sipil
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
[Keterkaitan Peralatan/p kap
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Komputer
2.ATK
Peringatan Pencatatan dan pend
1. File Arsip
PERProgram Keluarga Harapan (PKH)
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kelengkapan/ Keterangan
Staf Kadis  [SekretarisKabid  Kasi P Wiktu | Output
Persyaratan
o . [Memfalidasi Data
| [Validasi Data . Sarana Prasarana 30Menit [ »
yang akurat
Setiap tahun
2 [Rencana Pembayaran Pembayaran dilakukan {1 X 3 Bulan
4X
v Memastikan data
yang tercetak pada
3 |Verifikasi Komitmen Peserta 60 Menit ~ {forum Validasi
sesuai dengan data |
Terlaksananya
korban peserta PKH i
Penerima
3 Bantuan secara
Tchkiosse Ketepatan Penerima | - tepat wakt
4 |Survey PPLS pemberian Bantuan {60 menit g ks
A |Bantuan PKH
secara Maksimal
l Terlaksananya
— Pengisian fomulir ; enjemputan
5 [Penata Usahaan Formulir cogs Omenit [PECTPUAR
oleh petugas layanan formulir verifikasi
pada awal minggu
Melakukan
; ; emutahiran data . |Dokumen
6 [Jadwal kerja pendamping > e 30 Menit
setiap hani /setiap saat Penyerahan
dibutuhkan




5N | Nomor SOP 24/SOP/DSPPIPA-PS/2017
Vlﬂ PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
Disalikan oleh KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Napia SOF PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIVE GENDER

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Intruksi Presiden [ Inpres | Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender di dacrah
3. Surat Edaran Besama Tahun 2013 Menteri Negara PP dan PA, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri
PPN/Kepala Bappenas tentang strategi Nasional P PUG melalui P penganggaran
Responsive Gender.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Pesisir Sclatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan
Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/Org-2011 Tanggal 19 Oktober
2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

P

1. Pendidikan Minimal SLTA sederajat/ S1
2. Bisa Mengopresikan Komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Ranperda
2. SOP Pengelolaan Surat masuk
3. SOP Pengelolaan Surat keluar

1. DPA SKPD

2. Komputer dan peralatan pendukung
3. ATK

4. Sound System dan Infocus / slide

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan penyusunan SOP Penyusunan tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan anggaran Responsive
(Gender tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

UP Fenyusunan Anggaran Kesponsive uender

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan — Keterangan
Kasubid Staf Kabid KadisPPrPA | OPDTerkait | Kelengkapan | Waktu Output
Mengonsep surat Undangan Pelatihan Konsep surat g .
| Penyusunan ARG - 30 menit | Konsep surat undangan

Mengetik surat Undangan
Meperbanyak dan mendistribusikanya >
2 |kepada Instansi / OPD

terkait Narasumber, mepersiapkan
Absensi serta konsumsi |

Suratundangan | 30 menit | Surat undangan

sxan i E Tempat pelaksanaan Tempat Pelaksanaan
Mempersiapkan Tempat Pelaksanaan G ' AR S
3 Pelathan.Infocus avar dan ATK . pelatihaninfocus’ | Lhari | pelatiban,infocus/ layar,
T 4 layar dan ATK dan Atk
Pelaksanaaan Kegiatan Pelatihan Narasumber, Bahan Narasumber, Bahan
4. |Peny Anggaran Responsive PelatihanAtk 2 hari PelatihanAtk
Gender pesrta, absen peserta pestta, absen peserta

Mencatat Hasil pelatihan Penyusunan

5. |ARG,dan diseabkan ke Staf unk D(__
dikeik

mencatat notulen | 60 menit | mencatat notulen

Mengetik Notulen Rapat dan Notulen Hasil Peltiban
6. |menyerahkanya ke Kabid untuk ,_V] Notulen hasil pelathan| 30 menit e

A yang sdh diketik

diperiksa

: s Notulen hasil pelatihan| Notulen Hasil Pelatihan

Menandatangani notulen hasil e g 3 ;
1; ko xdah dinerbaki staf yasdhdiperiksa | 15 menit | yang sdh ditanda tangani

egiatan yang sudah diperbaiki sta | I Kasubid Kasubid

Mengarsipkan notulen hasil Kegiatan

dan selanjutnya mempedomaninya Notulen Hasil Notulen Hasil Pelatihan
8. {untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan Pelatihan yang sdh | 15 menit | yang sdh ditanda tangani

Pelatihan penyususnan ARG ditanda tangai Kasubid Kasubid

berikutnya.




v PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor SOP 25/SOP/DSPPrPA/PS/2017
Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 21 Mei 2017

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Disahkan oleh

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nama SOP

Pelayanan P2TP2A

Dasar Hukum

Kualifikas pelaksana

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
4, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan
Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
9. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober
2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pendidikan minimal S1

2. Pernah ikut Bimbingan Teknis administrasi pemerintah
3. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. DPA SKPD
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 2, Komputer
3. ATK
Peringatan P dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pelayanan P2TP2A
tidak terlak dengan baik.
SOP Pelayanan P2TP2A
No. Keglatan Pelaksana Mutu Baku Ket
Sekretariat Staf Sekretaris/ Kadis UPPA KEJAKSAAN |PENGADILAN|  Bupati Kelengkapan Waktu Output
P2TP2A Kabid POLRES
data korban
M, Keki i
1 p Korban P KK dan KTP 10 menit tindakan kekerasan
dan Anak perempuan dan
anak
]
teridentifikasi
Memberikan laporan ada korban tindakan kekerasan laporen kekerasan 4 Korban tindaken
2 terhadap perempuan | 30 menit |kekerasan
terhadap perempuan dan Anak
dan anak perempuan dan
anak
— laporan korban
Memberikan Laporan Kepada Kepala dinas bahwa ada tindakan kekerasan i
4| 10 menit |korban kekerasan
tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap perempuan
dan anak
. didapatkan bentuk
" L . | Korban tndakan tindakan korban
5 ol Korban trlekan PR J kekarasan 30 menit |kekerasan terhadaj
dan Anak ke UPPA Polres untuk di proses perempuan dan anak P
o perempuan dan
di investigasi anak
Korban tindakan
6 A ingi korban untuk Visum tindak / 1jam Hasil Visum dari
kekerasan perempuan dan anak di RSUD perempuan dan anak ! Dokter RSUD
[ di investigasi
Memp: korban tindak kek perempuan dan [ [P
7 [anak dan mengumpulkan bukti - bukti tindakan korban — | Keterangan korban | 3 jam
Pengaduan
kekerasan perempuan dan anak
Memanggil korban dan Saksi - saksi korban tindak / Memenk_sa 2(dua) Berita acara
: atau 3 (tiga) orang
8 [kekerasan perempuan dan anak/ Intrograsi korban dan } : 3Jam |keterangan saksi
sakei \ saksi dan saksi Yorban
lainnya
Berita acara
9 |Gelar Perkara keterangan 3jam |Praktek Pekara




10 {Tinjau Lapangan (TKP) Lokas! Kejadian Thari|Dokumentas!
Mempelajar
11 [Sidik UPPA Polres keterangan korban | 1 Harl |Cukup Bukt
dan saksi
UPPA Polres Membuat BAP kasus tindakan kekerasan A
12 pereoun dan Anek Korban dan Saksi | 1harl |Dokumen BAP
13 |UPPA Polres Membuat surat perintah sural 30 Mentt |Pelaku
UPPA Polres melimpah kasus tindakan kekerasan g
" perempuan dan anak ke jaksaan Negeri Woporian Nmonk [Kows
/r
15 |Kejaksaan melimpahkan ke Pengadian \z Proses 5 Har mrulkomm
16 | Pengadilan menvonis Pelaku fhar |Hukuman
17 |Laporan ke Bupati Pelaku {hari [Hukuman




DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

@ Nomor SOP 26/SOP/DSPPIPA-PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
[Tanggal Efektif 21 Mei 2017

PERLINDUNGAN ANAK

; Disahkan oleh KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu

Dasar Hukum :

Kualfikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah
2. Buku Pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pelaksanaan Hari lbu
Tahun 2017
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan
Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil
7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober
2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

T. Pendidikan minimal DIl

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pelaksanaan Rapat

1. Mesin Ketik

2. Komputer dan ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dlaksanakan maka akan memperlambat proses pengajuan
naskah dinas, pencairan dana, surat tugas

SOP Pelaksanaan Kegiatan Hari lbu

Pelaksana Mutu Baku
e Kegiatan Kasubid |  Staf Kabd | KetuaPHl | Kelengkapan | Waktu |  Output el
Mempersmpka.nl perihal penllalan lomba dalam.ra.ngka DPA dan Notulen ~ |DPA dan Notulen
1 |peringatan hari ibu sesuai dengan program penilaian : 1 hari :
hasil rapat PHI hasil rapat PHI
yang tertera dalam DPA
Surat undangan Surat undangan
) Mengetik Surat undangan Lomba dan Donatur Hadiah lomba dan surat 1 hari lomba dan surat
Lomba dan menyerahkan ke kasubid untuk di periksa donatur hadiah donatur hadiah
lomba PHI lomba PHI
Surat undangan Surat undangan
Meneliti Surat undangan lomba PHI dan Donatur Hadiah lomba dan surat lomba dan surat
3 [Lomba PHI untuk di teruskan ke Kabid , memarafnya | donatur hadiah 30 menit |donatur hadiah
untuk diteruskan ke Ketua PHI lomba PHI yang lomba PHI yang
sudah di koreksi sudah di koreksi
\ Surat undangan Surat undangan
Meneliti Surat yang sudah di paraf dan memarafnya lomba dan surat lomba dan surat
4 untuk diteruskan ke ketua PHI jika tidak dikembalikan ke donatur hadiah 30 menit |donatur hadiah
kasubid untuk diperbaiki lomba PHI yang lomba PHI yang
sudah di paraf sudah di paraf
Surat undangan
Surat undangan
lomba dan surat
4 lomba dan surat
onait hacken donatur hadiah
5 |Menandatangani surat Donatur Hadiah PHI lomba PHI yang 30 menit
i lomba PHI yang
sudah di tanda i
3 sudah di tanda
tangani oleh ketua i
PHI tangani ketua PHI
Surat undangan Surat undangan
lomba dan surat lomba dan surat
6 Membagikan surat Peserta Lomba dan Surat donatur donatur hadiah 1 hari donatur hadiah
Hadiah Lomba Ke SKPD dan Instansi terkait lomba PHI yang lomba PHI yang
sudah di tanda sudah di tanda
tangani oleh ketua tangani ketua PHI




Nomor SOP 27/SOP/DSPPrPA-PS/2017
vm PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
4 Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PERLINDUNGAN ANAK Raniiad PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Narma 80P Rapet Peringetan Herilbu
PERLINDUNGAN ANAK -
Dasar Hukum Kualifikasi pelak

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelak

Pengarusutamaan Gender di Daerah
2. Buku Pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pelaksanaan Hari Ibu
Tahun 2017
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan
Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil
7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober
2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pendidikan minimal SLTA dan Sarjana (S1)
2. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan Peral /perlengkapan
1. SOP Pembentukan Tim 1. DPA SKPD
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar / Masuk 2. Komputer

3. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kegiatan

3.ATK

4. Sound System dan perlengkapannya

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelak rapat tidak
dapat dilaksanakan dengan baik.

PROSEDUR RAPAT PERINGATAN HARI IBU

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kasubid Staf Kabid Kadis Instansil Kelengkapan | Waktu Output
DSPPrPA | SKPD Terkait
Mempersiapkan bahan-bahan rapat dan Menyerahkan o . |Bahan rapat,
1 Undangan ke Staf untuk diperbanyak A bposis. | 80 ek disposisi undangan
\
Menerima undangan untuk diperbanyak dan Bikiah bl Bahan rapat,
2 |mendistribusikannya kepada instansi/SKPD terkait, dispost A 30 menit |disposisi undangan,
b d sposisi undangan
mempersiapkan absensi serta konsums absen rapat
y
i Bahan rapat,
Melaksanakan rapat persiapan, pembahasan dan —-1' I—-I |——| I-—I | A ;
3 perumusan Kegiatan PHBI disposisi undangan, | 90 menit {Notulen rapat
absen rapat
!
Mencatat hasil pelaksanaan rapat (pembentukan panitia
4 |PHBI dan Rangkalan Kegiatan PHBI) dan diserahkan ke Notulen rapat 30 menit [Notulen rapat
staf untuk diketik.
Mengetik Notulen rapat (pembentukan Panitia PHI,
Rangkayan Kegiatan PHI serta Donatur untuk hadiah . |Notulen rapat yang
5 lomba PHI )dan menyerahkan ke Kasubid untuk Notulen rapat %0 mondt sudah diketik
diperiksa,
Menandatangani notulen rapat yang sudah di perbaiki Notulen rapet yarg Nolulen rapat yang
6 staf sudah ketik dan di | 15 menit (sudah ditanda
periksa Kasubid tangani kasubid
Y Notulen rapat yang Notulen rapat yang
7 [Mengarsipkan notulen rapat sudah ditanda 15 menit [sudah ditanda
tangani kasubid tangani kasubid
Mengarsipkan notulen rapat dan selanjutnya Notulen rapat yang Notulen rapat yang
8 |mempedomaninya untuk pelaksanaan rangkayan A sudah ditanda 15 menit [sudah ditanda
kegiatan Peringatan Hari ibu tangani Kasubid tangani Kasubid




Nomor SOP 28/SOP/DSPPrPA/PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Disahkan oleh KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Nama SOP Pelatihan dan Pemberdayaan Organisasi
PERLINDUNGAN ANAK Perempuan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan
Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober
2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita
Dalam Pembangunan Daerah

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 561 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Hasil Keputusan Rapat Nasional Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga

o

[

)

1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
2. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelatihan Pengurus Organisasi Perempuan
2. SOP Pembuatan Keputusan Bupati

1. DPA SKPD
2. Komputer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Pelatihan dan
Pemberdayaan organisasi perempuan tidak berjalan lancar

SOP Pelatihan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan

. Pelal Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Kasi Staf Kabid Kadis Instansi/ Kelengkapan Waktu Output
Tim Terkait
Mempersiapkan bahan-bahan Pelatihan dan E:rrf;erpd?ata‘::n dan
1 |Pemberdayaan organisasi Perempuan serta DPA dan Disposisi | 15 menit 1
. organisasi
menyerahkan Undangan ke Staf untuk diperbanyak srempuan
— peremp
Menerima undangan untuk diperbanyak dan Bahan Pelatihan dan Bahan Pelatihan dan
mendistribusikannya kepada instansi/tim terkait, Pemberdayaan . |Pemberdayaan
2 - ) ) . ; 30 menit -
Organisasi sesuai SK, mempersiapkan absensi serta organisasi organisasi
konsumsi | | perempuan perempuan
] ] i
E:;a;eizla;|2sn dan Notulen Pelatihan
Melaksanakan rapat persiapan, pembahasan dan N il 0 ey dan Pemberdayaan
3 r organisasi 90 menit !
perumusan kegiatan o organisasi
| Perempuan disposisi eremouan
I undangan, absen perEmp
Mencatat hasil pelaksanaan Pelatihan dan Notulen Pelatihan Notulen Pelatinan
o dan Pemberdayaan - |dan Pemberdayaan
4 |Pemberdayaan organisasi perempuan diserahkan ke ) 15 menit B
organisasi organisasi
staf untuk diketik.
Perempuan perempuan
[ Notulen Pelatihan Hotulen Pelatinan
. dan Pemberdayaan
Mengetik Notulen rapat dan menyerahkan ke Kasi dan Pemberdayaan : B
5 . ) 30 menit |organisasi
untuk diperiksa. organisasi
Perempuan perempuan yang
sudah diketik
Notulen Pelatihan ;ﬂutu;en F;e\adnhan
Meneliti notulen yang sudah diketik, diparaf dan ] dan Pemberdayaan an memuertayadn
6 |diteruskan ke Kabid, memarafinya untuk diteruskan ke organisasi 30 menit | *'92"538!
Kadis perempuan yang PErEmpLAN Yang
: sudah diketik dan
sudah diketik _—_
diperiksa Kasi
MNotulen Pelatihan Notulen Pelatihan
Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Meneliti notulen yang sudah diparaf dan, memarafnya ] organisasi organisasi
1 10 menit
untuk diteruskan ke Kadis perempuan yang perempuan yang
T sudah diketik dan sudah diperiksa dan
diperiksa Kasi diparaf Kabid
Notulen Pelatihan Notulen Pelatihan
dan Pemberdayaan
dan Pemberdayaan B
Menandatangani notulen rapat, jika setuju dan jika h organisasi
8 h - ’ S organisasi 10 menit
tidak dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki lagi perempuan yang
Perempuan yang -
dah dioaraf Kabid sudah ditanda
Sudah diparal Ra! tangani Kadis
Notulen Pelatihan Notulen Pelatihan
Menerima Notulen yang sudah ditandatangani dan dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan
menyerahkan ke Staf melalui Kasi untuk dibagikan ke organisasi organisasi
] . 10 menit
peserta Pelatihan dan Pemberdayaan organisasi perempuan yang perempuan yang
perempuan sudah ditanda sudah ditanda
tangani Kadis tangani Kadis
Notulen Pelatihan Notulen Pelatihan
Membagikan notulen Pelatihan ke peserta Pelatihan . dan F‘.emberdayaan dan F‘emperdayaan
: organisasi organisasi
10 |dan Pemberdayaan organisasi perempuan serta 30 menit
Kkannya perempuan yang perempuan yang
Mengarsip sudah ditanda sudah ditanda
tangani Kadis tangani Kadis




w PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor SOP

29/SOP/DSPPrPA-PS/2017

Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efekif 21 Mei 2017

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Disahkan oleh

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dra. RIO FATMA ERNL MM
NIP 19610424 198210 2 003

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nama SOP

Pembuatan Keputusan Bupati tentan Pokja PUG

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan
Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0Org-2011 Tanggal 19 Oktober

2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pendidikan minimal S1
2. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat masuk dan keluar 1. DPA SKPD
2. SOP Nota Dinas 2. Komputer

3.ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan Keputusan Gubemur tidak
dapat dilaksanakan dengan baik.

S0P Pembuatan Keputusan Bupati tentang Pokja PUG

Pelaksana

Wutu Baku

No. Kegiatan
Kasubid Stat Kabid

Ka. Dinas |Kabag Hukumj ~Assiten |

Sekda

Ket.
Bupati | Kelengkapan | Waktu Qutput

Menerima konsep SK untuk diteruskan ke Kabag

Hukum dan meminta tanda terima pd buku ekspedisi

1| Mengansep Keputusan Bupati . OPA 30 ment Konsep SK
Mengetik kansep Keputusan Bupati tentang .. |Konsep SK yang
. anisntn Poa PUG dnFcal Pe Fomsep k| Jment | e
' — Kansep 3K yang Konsep SK yang
3 |Memerksa dan meneliti Konsep yang sudah diketik [ ] i et 30 ment dowika Kasihd
Memerksa dan menelit kansep Keputusan Bupati, jka orsep g Korsep K yng
setuju memarafnya kemudian menyerahkannya ke ; ;
4, P ‘ sudah digenksa | 30 menit |sudah dipenksa dan
Kadis untuk diparat. ik tdak setuju \/ (s i
mengembalikannya ke Kasubid untuk diperbaiki sl L
Menglit konsep SK dan jika setuju memarafnya dan Konsep SK yang Konsep SK yang
5 |menyerahkannya ke Kasubid untuk dieruskan ke sudah diperiksa dan | fjam  |sudah diperiksa dan
kabag Hukum diparaf Kabid diparaf Kabiro
Konsep 3K yang Konsep 3K yang

sudan dipenksa dan | 30 menit |sudah dipeksa dan
diparaf Ka DSPPIPA diparaf Ka Badan

Memenksa dan menelti draf SK dan melaksanakan
pambahasan dengan tim terkait kemudian

—

mengembalikan ke Kasubid untuk diperbalki sesua
asil notulen rapat.

Konsep SK yang Konsep SK yang
sudah diperiksa dan | 1 bulan |sudah diperksa dan
diparaf Ka DSPPIPA diparaf Biro Hukum

Kanseo K Konsep SK yang
Mengrima konsep SK. dan menyerahkan ke staf untuk onsep o Jang .. |sudah dinmuskan
§ sudah dienksa dan | 30 menit
diperbaki i i Wk dalam rapat dan
para i Tk diparaf Biro Hukum
Konsep 3K yang
Memperbaiki dan menyerahkan Konsep SK ke Kasubid sudah dumuskan ) K yang suca
i - 30 menit | diperbalki dan
untuk ditelti ulang dalam rapat dan il
diparsf Biro Hukum L




(T Nomor SOP 30/SOP/DSPPrPA/PS/2017
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal Pembuatan 20 Mei 2017
me Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 21 Mei 2017
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dra, R10 FATMA ERNI, MM
NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Pembuatan Regulasi Daerah terhadap Perlindungan
Nama SOP
PERLINDUNGAN ANAK Perempuan dan Anak

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawal Negeri Sipil

5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/0rg-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pendidikan minimal S1
2. Pernah ikut Bimbingan Teknis administrasi pemerintah
3. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

|Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar

1. DPA SKPD
2. Komputer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan Regulasi Daerah Terhadap
Perlindungan Perempuan dan Anak tidak terlaksana dengan baik.

SOP Pembuatan Regulasi Daerah terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak

. Pelaksana Hutu Baku
No. Kegiatan Ket
Kasi Staf | Sekretaris/ | Kadis  [Kabag Hukum| Asisten| Sekda  |Wakil Bupati|  Bupati Kelengkapan | Waktu Qutput
Kabid Setda
Mengonsep draf requlasi dasrah terhadap Pedindungan Suat Nesuk tg . [Konsep Regulasi

1 permintaan regulasi- | 30 menit

perempuan dan anak Daerah
dasreh
Wenqet el caerahten d KansepRegul Konep R

3 Vengetk cafrgulas daeah tentang parempuan dan onsepReguasi |y Dasih yang sudeh

Anak Daerah
diketk
Konsep Requlasi Konsep Requiasi
3 {Memeriksa dan mengliti Konsep yang sudah diketik Dagrah yang sudah | 30 menit |Daerzh yang

diketik dipenksa Kasi
Memenksa dan meneliti konsep draf regulasi dagrah ) Konsep Regisi
L ! ' Konsep Regulasi Daerah yang sudah
ika setuju memarafnya kemudian menyerahkannya ke )

4 . Dagrah yang sudah | 30 menit \diperksa dan
Kadis untuk diparaf, ika tidak setuju \/ dieioakisi drt
mengembalikannya ke Kasi untuk diperbaiki KahiSelelas
Menelit konsep draf regulasi daerh dan jika setuju Konsep Reglas Konsep Reqis

j Dagrah yang sudah Daerah yang sudah
5 {memarafnya dan menyerahkannya ke Kadis untuk . Tam
diteruskan ke Bagian Hukum sekretariat daerah Gpeicsadan diparf pesa dan
Kabid/Sekretars diparaf Kadis
Menerima draf regulasi daerah untuk diteruskan ke Konsep Reguiei FonsepReguie
1 Dagrah yang sudah . |Daerah yang sudah
b (Bagian Hukum dan meminta tanda terima pada buku i dan doara £l merutd .y
yspci | peritsa dan dipars perksa dan
i Kadis diparaf Kadis
Konsep Regulasi
Memenksa dan meneliti draf requlasi daerah dan / Konsep Regulasi Daerah yang sudeh

7 me\ak;anakan pembahasan denggnt\mtqkan - DEE[lahyangsqdah 3 mert dumuskan deem
kemudian mengembalikan ke Kasi untuk diperbaiki diperiksa dan diparaf et an dipaed
sesua tata cara penulisan Kadis Kabag, Hukum

Konsep Requlasi Konsep Requiasi
Menerima draf requlasi daerah dan menyerafikan ke Daergh yang s Dassh yargsua

B ot doataic dipeniksa dan diparaf | 30 menit \diperksa dan

A UMLK dperialt Kabag. Hukum diparaf Kabag.
Setda Hukum Setda
éonsehp Regu\asd\ b Requlasi Daerah

Iemperbaiki dan menyerahkan draf requlasi daerah ke BETEN yaNg sue yang sudah

9 dipeniksa dan diparaf | 30 menit
Kasi untuk ditelti ulang diperbaikd dan

Kabag. Hukum i
iparaf
Setda




